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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 61/PMK.02/2020 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI  

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN  

USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, 

transaksi pengelola penerimaan negara bukan pajak 

minyak bumi dan gas bumi diatur secara terpisah dalam 

Peraturan Menteri Keuangan tersendiri; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, 

menteri/pimpinan lembaga dapat menyusun petunjuk 

teknis akuntansi di lingkungan kementerian negara/ 

lembaga masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Pusat; 

c. bahwa untuk memberikan pedoman penyelenggaraan 

akuntansi penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan 

usaha hulu minyak dan gas bumi agar sejalan dengan 
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kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat, telah diatur 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016  

tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara 

Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 

Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

203/PMK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 

tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara 

Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 

Bumi; 

d. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis 

Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 203/PMK.02/2018 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi 

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha 

Hulu Minyak dan Gas Bumi perlu disesuaikan dengan 

kebutuhan dan perkembangan, sehingga perlu diganti;  

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan 

Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  

3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 
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4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2054) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1347); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 641); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1729)  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya 

disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang 

pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat 

langsung maupun tidak langsung atas layanan atau 

pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh 

negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar 
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penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam 

mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 

2. PNBP Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi yang 

selanjutnya disebut PNBP SDA Migas adalah PNBP yang 

dihasilkan dari penerimaan bagian negara atas hasil 

eksploitasi sumber daya alam minyak dan/atau gas bumi 

setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah atas 

kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai 

kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. PNBP Minyak dan Gas Bumi Lainnya yang selanjutnya 

disebut PNBP Migas Lainnya adalah PNBP yang 

dihasilkan dari penerimaan bagian negara yang terkait 

dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi 

dan/atau sesuai dengan kontrak kerja sama minyak dan 

gas bumi selain dari hasil eksploitasi sumber daya alam 

minyak dan/atau gas bumi. 

4. PNBP dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi 

yang selanjutnya disebut dengan PNBP Migas adalah 

PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara yang 

terdiri dari PNBP SDA Migas dan PNBP Migas Lainnya. 

5. Domestic Market Obligation yang selanjutnya disingkat 

DMO adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktor 

berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri. 

6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 

disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. 

7. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah prinsip-

prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, 

dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah 

Pusat. 

8. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 

anggaran/barang dan oleh karenanya wajib 

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 
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9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 

Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

11. Rekening Departemen Keuangan k/Hasil Minyak 

Perjanjian Karya Production Sharing Nomor: 

600.000411980 pada Bank Indonesia, yang selanjutnya 

disebut Rekening Minyak dan Gas Bumi, adalah rekening 

dalam valuta USD untuk menampung seluruh 

penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan 

usaha hulu minyak dan gas bumi. 

12. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

BUN adalah pejabat yang diberi tugas menjalankan 

fungsi bendahara umum negara. 

13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat 

Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan 

uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan 

selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan 

negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada 

Bank Sentral. 

14. Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan/atau Gas 

Bumi yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan 

usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk 

melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah 

kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan 

pelaksana. 

15. Satuan Kerja PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP minyak 

bumi dan PNBP gas bumi, yang selanjutnya disebut 

dengan Satker PNBP Migas merupakan satuan kerja di 

lingkungan Kementerian Keuangan yang tugas dan 

fungsinya meliputi pengelolaan PNBP minyak dan gas 
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